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Abstrak  

Program pengabdian ini melibatkan serangkaian sosialisasi interaktif kepada para mahasiswa 

berbagai Fakultas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo selaku dalam kelompok usia 

rentang yang mencakup materi tentang hak asasi manusia, perlindungan hukum, serta 

mekanisme pengaduan. Pendampingan hukum disediakan untuk membantu individu dalam 

menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Melalui pendekatan yang 

inklusif dan berbasis komunitas, diharapkan kelompok usia rentan dapat lebih berdaya, 

teredukasi, dan mampu mengadvokasi hak-hak mereka secara efektif. Metode pelaksanaan 

dilakukan melalui tahapan mencari kasus keluhan masyarakat, penentuan kasus, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Hasil dari pelatihan dan pendampingan ini 

menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum peserta serta kemampuan 

mereka dalam mengakses dan memanfaatkan layanan hukum. Dengan demikian, program ini 

tidak hanya berkontribusi pada pemberdayaan individu, tetapi juga memperkuat masyarakat 

secara keseluruhan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sosial. 

 

Kata Kunci: pendampingan hukum, usia rentan, ekonomi 

 

Abstract 

This community service program involves a series of interactive socialization to students of 

various faculties at the Muhammadiyah University of Ponorogo as an age group that includes 

material on human rights, legal protection, and complaint mechanisms. Legal assistance is 

provided to assist individuals in dealing with cases related to their rights. Through an inclusive 

and community-based approach, it is hoped that vulnerable age groups can be more empowered, 

educated, and able to advocate for their rights effectively. The implementation method is carried 

out through the stages of finding cases of community complaints, determining cases, planning, 

implementation, evaluation and follow-up. The results of this training and assistance show a 

significant increase in participants' legal knowledge and their ability to access and utilize legal 

services. Thus, this program not only contributes to individual empowerment, but also 

strengthens society as a whole in efforts to enforce the law and social justice. 

 

Keywords: legal assistance, vulnerable age, economy  

 

1. PENDAHULUAN  

Kelompok usia rentan, seperti anak-anak, remaja, dan lansia, sering kali menghadapi 

tantangan hukum yang unik dan kompleks. Mereka sering kali kurang mendapatkan akses ke 

informasi dan layanan hukum, sehingga berisiko menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, 

diskriminasi, dan ketidakadilan. Pendampingan hukum bagi kelompok usia rentan merupakan 
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suatu upaya penting dalam melindungi hak-hak individu yang berada dalam kondisi rentan, 

seperti anak-anak, lansia, dan perempuan, yang sering kali terpapar pada potensi kekerasan, 

eksploitasi, atau diskriminasi. Menurut Adnan Buyung Nasution (2020) pendampingan hukum 

merupakan aksi struktural dan kultural yang bertujuan untuk mengubah tatanan masyarakat yang 

tidak adil. Bantuan hukum juga merupakan tindakan untuk membebaskan masyarakat dari 

belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang penuh penindasan. Kelompok-kelompok ini 

sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem hukum yang kompleks dan berisiko 

menjadi korban ketidakadilan karena keterbatasan pengetahuan, akses, serta kekuatan negosiasi. 

Secara umum, pendampingan hukum berfungsi untuk memberikan informasi, bantuan, dan 

representasi yang diperlukan agar individu atau kelompok yang rentan dapat memahami hak-hak 

mereka dan memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks kelompok usia rentan, 

pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek bantuan hukum secara teknis, tetapi juga 

pendekatan yang sensitif terhadap kondisi fisik, emosional, dan sosial mereka.  Menurut 

Romadhona. Et.all (2024) menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat juga 

berperan penting dalam perlindungan kelompok usia rentan. Penelitian menunjukkan bahwa 

faktor usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum, dengan individu 

berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak 

mereka. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi hukum harus ditujukan tidak hanya 

kepada kelompok usia rentan tetapi juga kepada masyarakat umum untuk membangun kesadaran 

kolektif 

Misalnya, bagi anak-anak, Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia 

dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah 

terpengaruh oleh lingkungannya (Kartono, 1981 dalam Dr.H.Marsaid, 2015). pendampingan 

hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka dari kekerasan, pelecehan seksual, atau 

eksploitasi. Anak-anak sering kali tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mencari 

bantuan hukum secara mandiri, sehingga keberadaan pendamping hukum yang profesional 

sangat krusial. Pendampingan hukum juga diperlukan untuk memastikan hak-hak pendidikan, 

kesehatan, dan perlindungan sosial mereka terpenuhi. 

Pengabdian ini menitik beratkan pada mahasiswa berbagai Fakultas di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo semester 1, yang masih kategori anak dalam usia rentan, harapannya 

mereka memahami perubahan dinamika hukum memalui pelatihan dan pendampingan hukum 

bagi usia rentang sehingga diharapkan mereka dapat memahami hak hak mereka dari berbagai 

kejahatan dan tindak pidana yang semakin meningkat. 

 

2. METODE PELAKSANAAN 

Metode Pelaksanaan Seminar 

a. Persiapan Seminar 

i. Mencari kasus keluhan yang terjadi pada masyarakat kelompok usia rentan khususnya 

menengah ke bawah, penentuan kasus 

ii. Identifikasi Narasumber: Mengundang praktisi hukum, akademisi, dan perwakilan lembaga 

sosial. 

iii. Tempat dan Waktu: Menentukan lokasi yang mudah diakses dan waktu yang sesuai untuk 

peserta, misalnya akhir pekan. 

iv. Promosi Kegiatan: Menggunakan media sosial, poster, dan brosur untuk menginformasikan 

masyarakat. 

b. Agenda Seminar 

i. Pembukaan 

Sambutan dari panitia atau perwakilan lembaga penyelenggara. 

Penjelasan tujuan seminar dan pentingnya pemahaman hukum. 
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ii. Sesi Materi: 

Presentasi 1: Hak-hak hukum kelompok usia rentan. 

Presentasi 2: Proses hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. 

Presentasi 3: Studi kasus atau pengalaman langsung dari narasumber. 

iii. Diskusi Panel: 

Diskusi terbuka antara narasumber dan peserta. 

Tanya jawab untuk membahas isu-isu yang relevan. 

iv. Workshop Praktis: 

Simulasi situasi hukum yang umum dihadapi kelompok usia rentan. 

Pelatihan pembuatan dokumen hukum sederhana (misalnya, surat kuasa). 

c. Pendampingan Setelah Seminar 

Bimbingan Lanjutan: Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis pasca-seminar. 

Pembentukan Kelompok Diskusi: Mendorong peserta untuk membentuk kelompok diskusi 

untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. 

d. Evaluasi Kegiatan 

Survei Kepuasan: Menggunakan kuesioner untuk mengukur kepuasan peserta dan dampak 

seminar. 

Tindak Lanjut: Mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Tahap Pelaksanaan Seminar Sosialisasi Dan Pendampingan Hukum 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dan 

workshop yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada kelompok usia rentan, 

terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Seminar ini dihadiri oleh sekitar 

100 peserta, terdiri dari mahasiswa, perwakilan masyarakat, dan anggota kelompok usia rentan. 

Persiapan Seminar 

Agenda Seminar 

Agenda Seminar 

Pendampingan Setelah Seminar 

Evaluasi Kegiatan 
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Kegiatan ini berlangsung di aula Universitas pada tanggal tanggal 04 Desember 2024 dan dibuka 

dengan sambutan dari ketua panitia serta narasumber. 

3.1 Partisipasi Peserta 
Kehadiran peserta yang beragam menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap 

isu-isu hukum. Mahasiswa yang hadir tidak hanya sebagai peserta pasif, tetapi juga berperan 

aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Ini mencerminkan 

kesadaran generasi muda akan pentingnya hukum dan keadilan sosial. 

 

 
Gambar. 2. Kehadiran Para Peserta Seminar 

 

Kehadiran mahasiswa sebagai peserta aktif dalam seminar menunjukkan bahwa generasi 

muda memiliki peran penting dalam pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi 

agen perubahan dengan menyebarkan informasi dan membantu kelompok rentan dalam 

memahami isu-isu hukum. Dengan melibatkan mahasiswa, kegiatan ini tidak hanya memberikan 

manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu yang mereka pelajari. Menurut Dyna,et all (2023) dan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. (2024) menjelaskan bahwa edukasi hukum penting untuk meningkatkan 

kesadaran kelompok usia rentan tentang hak-hak mereka. Program edukasi ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan mengenai peraturan yang melindungi mereka serta cara mengakses 

bantuan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum di kalangan 

kelompok rentan dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak mereka. Oleh karena itu, strategi 

edukasi yang inklusif dan mudah diakses sangat diperlukan. 

 

3.2 Materi yang Disampaikan 
Tiga sesi presentasi diselenggarakan selama seminar, masing-masing membahas tema yang 

berbeda: hak-hak hukum kelompok usia rentan, akses keadilan bagi masyarakat ekonomi 

menengah ke bawah, dan strategi penyelesaian masalah hukum. Narasumber yang diundang 

adalah praktisi hukum, akademisi, dan aktivis sosial yang memiliki pengalaman langsung dalam 

menangani isu-isu tersebut. 
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Gambar. 3. Pemberian Materi pada Audien 

 

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai setiap tema yang disampaikan pada 

seminar sosialisasi hukum: 

 Hak-Hak Hukum Kelompok Usia Rentan 

Kelompok usia rentan, seperti anak-anak dan lansia, sering kali menghadapi tantangan 

dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Menurut para ahli, penting untuk 

mengembangkan kerangka hukum yang responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok ini. 

Misalnya, perlindungan hukum bagi anak-anak harus mencakup aspek pendidikan, kesehatan, 

dan perlindungan dari kekerasan. Melihat hal ini para aktivis sosial menekankan bahwa undang-

undang yang ada sering kali tidak diimplementasikan secara efektif, sehingga diperlukan 

advokasi yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi (Mansour, 

A. 2019). 

 Akses Keadilan bagi Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah 

Akses keadilan merupakan isu krusial bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, yang 

sering kali terhambat oleh biaya hukum yang tinggi dan kurangnya pemahaman tentang sistem 

hukum. Para akademisi berpendapat bahwa untuk meningkatkan akses keadilan, perlu ada 

reformasi dalam sistem hukum yang mencakup penyediaan layanan hukum gratis atau 

terjangkau, serta pendidikan hukum bagi masyarakat (Katz, S. 2023). Penelitian menunjukkan 

bahwa program bantuan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam 

akses keadilan dan memberikan dukungan bagi mereka yang paling membutuhkan (O'Connor, T. 

2022). 

 Strategi Penyelesaian Masalah Hukum 

Strategi penyelesaian masalah hukum yang efektif harus melibatkan pendekatan multi-

disipliner. Praktisi hukum menyarankan penggunaan mediasi dan negosiasi sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi beban pengadilan. Selain itu, penting untuk 

melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian masalah hukum, sehingga solusi yang 

dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Para ahli juga menekankan perlunya pelatihan 

bagi para mediator dan penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa mereka memiliki 

keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang kompleks (Greene, R. 2022). 

Dengan melibatkan praktisi hukum, akademisi, dan aktivis sosial dalam seminar ini, 

diharapkan dapat tercipta diskusi yang konstruktif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat 

diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak hukum kelompok usia rentan, 

akses keadilan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serta strategi penyelesaian 

masalah hukum yang lebih efektif. 
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3.3 Diskusi Interaktif 
Sesi diskusi panel menjadi momen penting dalam kegiatan ini. Peserta diberikan 

kesempatan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi terkait masalah 

hukum. Banyak peserta mengungkapkan kesulitan dalam memahami prosedur hukum, akses 

terhadap lembaga hukum, dan perlindungan hak-hak mereka. Narasumber memberikan jawaban 

yang mendetail dan solusi praktis, sehingga peserta  merasa lebih diberdayakan. 

Diskusi panel juga mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat 

dalam mengakses keadilan. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka merasa ragu untuk 

mengajukan keluhan atau mencari bantuan hukum karena kurangnya informasi tentang prosedur 

yang harus dilalui. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat jaringan dukungan hukum yang 

dapat membantu masyarakat memahami langkah-langkah yang perlu diambil dan menawarkan 

solusi untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan (Baker, T. 2021). 

Narasumber dalam diskusi memberikan jawaban yang mendetail dan solusi praktis, yang 

membantu peserta merasa lebih percaya diri dalam menghadapi masalah hukum mereka. Ini 

sejalan dengan prinsip bahwa advokasi dan informasi yang jelas dapat memberdayakan individu 

untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak-hak mereka (Peters, A., & Smith, J. 2023). 

Diskusi panel ini tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengalaman, tetapi juga 

sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum di kalangan peserta. 

Secara keseluruhan, sesi diskusi panel ini menciptakan ruang bagi peserta untuk merasakan 

dukungan dan solidaritas, serta membuka jalan untuk membangun jaringan dukungan hukum 

yang lebih kuat, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan akses keadilan.  

 

 

3.4 Workshop Praktik 
Workshop yang diadakan setelah sesi materi memberikan kesempatan bagi peserta untuk 

mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh. Dalam sesi ini, peserta dibimbing untuk 

membuat dokumen hukum sederhana, seperti surat kuasa dan pernyataan. Kegiatan ini diikuti 

oleh sekitar 80% peserta, dan mereka menunjukkan minat yang tinggi terhadap praktik 

pembuatan dokumen yang relevan dengan kebutuhan mereka. 

Kegiatan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya sosialisasi hukum 

bagi kelompok usia rentan, terutama di kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah ke 

bawah. Diskusi yang terjadi selama seminar menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang 

belum memahami hak-hak hukum mereka, serta bagaimana cara mengakses perlindungan 

hukum. Berikut temuan dilapangan sebagai berikut, Salah satu temuan utama dari kegiatan ini 

adalah tingginya tingkat ketidaktahuan mengenai hak-hak hukum di antara kelompok usia 

rentan. Seperti hak hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. Banyak peserta, terutama dari kalangan lansia dan perempuan, yang 

mengaku tidak mengetahui cara melindungi diri mereka dari pelanggaran hukum. Hal ini 

menunjukkan perlunya program-program pendidikan hukum yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Berdasarkan Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI). (2022), menjelaskan Pendampingan hukum merupakan upaya untuk 

memberikan dukungan kepada kelompok usia rentan dalam menghadapi masalah hukum. Ini 

termasuk penyediaan layanan hukum gratis atau berbiaya rendah serta pendampingan psikologis 

untuk membantu mereka melewati proses hukum yang seringkali rumit dan 

menakutkan. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga pada aspek 

sosial dan psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan individu. 
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3.5 Survei Kepuasan dan Umpan Balik 
Setelah kegiatan, survei kepuasan dilakukan untuk mengevaluasi dampak seminar. Hasil 

survei menunjukkan bahwa 90% peserta merasa puas dengan materi yang disampaikan. Sebagian 

besar peserta mengaku merasa lebih percaya diri dalam menghadapi masalah hukum setelah 

mengikuti seminar. Peserta juga menyampaikan harapan untuk kegiatan serupa di masa 

mendatang, dengan materi yang lebih mendalam dan kesempatan untuk bertanya langsung 

kepada narasumber. 

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini perlu dilanjutkan 

dengan program-program yang lebih terfokus. Disarankan untuk membentuk kelompok diskusi 

atau klinik hukum yang memungkinkan masyarakat untuk terus mendapatkan informasi dan 

dukungan. Selain itu, pelatihan lebih lanjut tentang penggunaan teknologi untuk akses hukum 

juga sangat relevan, mengingat perkembangan zaman yang semakin mengarah pada digitalisasi. 

 

4. KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya dalam 

meningkatkan pemahaman hukum dan memberikan pendampingan kepada kelompok usia 

rentan. Dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat, diharapkan kegiatan ini akan 

memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses keadilan bagi mereka yang 

membutuhkannya. Program-program serupa di masa mendatang sangat dianjurkan untuk 

memperkuat jaringan dukungan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. 
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